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BUPATINGANJUK 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI NGANJUK 
NOMOR 26 TAHUN 2019 

TENTANG 

PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS 
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI 

Menimbang a. 

b. 

Mengingat 1. 

2. 

3. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATJ NGANJUK, 

bahwa dalam rangka pelaksanaan program nasional un k 
mewujudkan reformasi birokrasi dan pencegahan korup~i, 
diperlukan pembangunan zona integritas menuju wilayah 
bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih ctJ.n 
melayani; 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaks d 
dalarn huruf a, maka perlu mengatur Pcdomk 
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dfi 
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dengan 
Peraturan Bupati. I 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentrurg 
Penyelenggara Negara yang Bersih clan Bebas Dari Korupf.i, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonciia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Neg1a 
Republik Indonesia Nomor 3851 ); 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ten1.Wjlg 
Pemberantasan Tindak Pidana Koru.psi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahk 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38;) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Norn r 
20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indone ia 
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Nega a 
Republik Indonesia Nomor 4150); 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tenta:pg 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaia 
Negara Republik Indonesia Nomor 4846); ~ 
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Menetapkan 

4. 

5. 

6. 

7 . 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayana!ll 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2od9 
Nomor 112t Tambahan Lembaran Negara RepuJI~lk 
Indonesia Nomor 5038); 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten g 
Pembentukan Peraturan Perundang-undan.gan (Lembarajn 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom(])r 

5234); I 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentarig 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indones~a 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diub~ 
beberapa kali tera.khir dengan Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah9n 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republ:ik 
Indonesia Nomor 5679); I 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Siste 1 

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republ k 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembar 
Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand 
Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; I 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 ten tang 
Pedoman Umum Pakta Integritas di lingkungan 
Kementerian/Lembaga clan Pemerinlah Daerah; 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentarlg 
Pedoman Pembangunan Zona lntegritas Menuju Wilaydh 
Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dap 
Mclayani diLingkungan Instru1.si Pemerintah; 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom<pr 
120 Tahun 2018; 

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 20 ~3 
tentang Pelayanan Publik; 

Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 20~6 
tentang Pembentukkan dan Susunan Perangkat Daerdh 
Kabupaten Nganjuk. f 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBANGUN1N 
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI 
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganju · . 

3. Bupati adalah Bupati Nganjuk. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Ka bu paten 
Nganjuk. 

5. lnspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Kabupaln 
Nganjuk. 

6. Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang selanjut a 

disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupf ti 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjf k 
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah. 1 · 

7. Zona Integritas yang selanjutnya disingkat Zl adal~ 
predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang 

pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untL.k 

mewujudkan wilayah bebas dari korupsi/wilayah birokrasi 
bersih dan melayani melalui reformasi birokrasi, khusust! a 

dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kuali s 
pelayanan publik. 

8. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnra 
disebut Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepatla 
suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemfn 
perubahan, penataan tata laksana, penataan sist9m 
manajemen sumber daya manusia, penguatan pengawaski, 
dan penguatan akuntabilitas kinerja. 

9. Menu ju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang 
selanjutnya disebut Menuju WBBM adalah predikat yapg 
diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian 
besar manaJemen perubahan, penataan tata laksarr, 
penataan sistem manajemen sumber daya manusta, 
penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kiner~a, 
dan penguatan kualitas pelayanan publik. I 

10. Tim Penilai Internal yang selanjutnya disingkat TPI adalah 
tim yang dibentuk oleh kepala perangkat daerah yang 
mempunyai tugas melakukan penilaian perangkat daerr 
dalam rangka memperoleh predikal menuju wilayah bebas 
dari korupsi/ menu ju wilayah birokrasi bersih dan melayani. 
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11. Komponen Pengungkit adalah faktor penentu pencapai 

sasaran hasil pembangunan zona integritas menuju wilay h 
bebas dari korupsi/menuju wilayah birokrasi bersih ct 1 n 
melayani. 

12. Komponen Hasil adalah pencntu pcncapaian progr 
reformasi birokrasi clan penyelenggaraan goodgoveniance. 

BAB II 
RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 

a. tahapan pembangunan Zl; 

b. syaral dan mekanisme penetapan Perangkat Daer h 
berpredikat Menuju WBK dan Menuju WBBM; 

c. pembinaan dan pengawasan; dan 

d. evaluasi dan pelaporan . 

BAB III 
TAHAPAN PEMBANGUNAN ZI 

Bagian Kesatu 
Pencanangan Pembangunan ZI 

Pasa13 

(1) Pencanangan pembangunan Zl berupa deklarasi/pernyata n 
dari kcpala Pcrangkat Dacrah yang mcnyatakan bah a 
Perangkat Daerah yang dipimpinnya bcrscdia mcmban 
ZI. 

(2) Pencanangan pembangunan ZI dilakukan oleh Perang~at 
Daerah yang pimpinan dan seluruh atau sebagian be~ar 
?ega~ainya telah menandata.ngani dokumen pita 
mtegr1tas. 

(3) Penandatanganan dokumen pakta integritas sebagaim~a 
dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sec±a 
masal/serentak pada saat pelantikan, baik sebagai cal n 
pegawai negeri sipil, pegawai negeri sipil, maup n 
pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian. I 

(4) Perangkat Daerah yang pegawainya belum seluruh± 
menandatangani dokumen pakta integritas, har s 

melanjutkan/melengkapi setelah p.encanangl 
pembangunan ZI. 

(5) Pencanangan pembangunan ZI Perangkat Daera.h 
. 1 h B . · b I dilaksanakan secara resm1 o e upatt atau peJa at y , g 

ditunjuk. 
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(6) Pencanangan pembangunan Zl dilaksanakan secara terb a 
dan dipublikasikan secara luas agar masyarakat daf?at 
memantau, mengawal, mengawasi dan berpcran serta dal4-m 
program kegiatan reformasi birokrasi khususnya di bid ~Ing 
pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayan 
publik. 

(7) Penandatanganan piagam pencanangan pembangunan ZI 

Perangkat Daerah olch Bupati dan disaksikan oleh un ur 
masyarakat. 

(8) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 

dapat terdiri dari unsur perguruan tinggi, to oh 
masyarakat/lembaga swadaya ma.syarakat dan 
usaha. 

Bagian Kedua 

Proses Pembangunan ZI Menuju WBK/Menuju WBBM 

Pasal 4 

( 1) Sekretaris Daerah mengoordinasikan pengajuan Perang at 
Daerah untuk ditetapkan sebagai Perangkat Daerah y g 
akan diusulkan sebagai Mcnuju WBK/Menuju WBBM 
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 
Reformasi Birokrasi. 

(2) Sebelum pcngajuan usulan calon Perangkat Daerah seba ai 
Menuju WBK/Menuju WBBM ke Kemente an 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokr si 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penil 
oleh TPI terhadap persyaratan Menuju WBK/ Menuju WB 

PasaJ 5 

(1) Setelah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 
Reformasi Birokrasi menyetujui dan/ atau menetap an 
Perangkat Daerah sebagai ZT Menuju WBK/ Menuju WB M 

selanjutnya menentukan komponen-komponen yang h us 
dibangun. 

(2) Komponen yang harus dibangun sebagaimana dimak ud 
pada ayat ( 1) meliputi: 

a. Komponen Pengungkit sebesar 60% (enam pu uh 
persen); dan 

b. Komponen Hasil sebesar 40% (empat puluh persen). 

(3) Komponen Pengungkit sebesar 60% (enam puluh pers n) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: 

a. manajemen perubahan; 

b. penataan tatalaksana; 

c. penataan sistem manajemen sumberdaya manusia; 
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d. penguatan akuntabilitas; 

e. penguatan pengawasan; dan 

f. peningkatan kualitas pelayanan publik. 

(4) Komponen Hasil sebesar 40% (empat puluh pers n) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: 

a. keberhasilan/terwujudnya pemelintahan yang bersih d 
bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; dan 

b. keberhasilan/tetwUjudnya peningkatan 
pelayanan publik kepada masyarakat 

Pasal 6 

(1) Tahapan pelaksanaan pembangunan ZI Men ·u 
WBK/Menuju WBBM dilaksanakan oleh tim pembangun n 
tingkat kabupaten. 

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan deng 
Keputusan Bupati dengan susunan sebagai berikut: 

a. Pelindung : 1. Bupati Nganjuk 

2. Wakil BupatiN ganjuk 

b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk 

c. Sekretaris : Inspektur Daerah Kabupatcn Nganjuk 

d. Anggota: 1. Asistcn Pemcrintahan dan Kesejahtera 
Rakyat Sekda Kabupaten Nganjuk 

2. Asistcn Pcrckonomian dan Pcmbanguna 
Sekda Kabupaten Nganjuk 

3. Asisten Administrasi 
Kabupaten Nganjuk 

Umum 

4. Kepala Badan 
Pembangunan 
Nganjuk 

Daerah 
Perencanaan 

Kabupatel1 

5. Kepala Badan Kepegawaian Daer 
Kabupaten Nganjuk 

6. Kepala Badan Pengelola Keuan gan da 1 

A:st:l Daerah Kabupatcn Nganjuk 

BABIV 
PERSYARATAN DAN MEKANISME PENGAJUAN 

PERANGKAT DAERAH BERPREDIKAT MENUJU WBK DAN 
MENUJUWBBM 
Bagian Kesatu 

Persyaratan Pengajuan Perangkat Daerah 
Berpredikat Menuju WBK 

Pasal 7 

( 1) Sekretaris Daerah mengoordinasikan dan mempro es 
pengajuan Perangkat Daerah berpredikat Menuju WBK. 
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(2) Pengajuan Perangkat Daerah berpredikat Menuju W K 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) h s 
mempertimbangkan predikat wajar tanpa pengecualian p da 
laporan basil pemeriksaan Badan Pemeriksa Kcuan an 
atas laporan keuangan Pcmerintah Daerahdan n lai 
akuntabilitas kinerja pemerintah minimal bemilai CC. 

(3) Pcrangkat Daerah yang diajukan wajib memenuhi krite ·a 
sebagai berikut: 

a. setingkat eselon II dan eselon ITT; 

b. memiliki peran dan ptmyelenggaraan fungsi pelay 
strategis; 

c. dianggap telah melaksanakan program 
birokrasi secara baik; dan 

d. mengelola sumber daya yang cukup b~sar. 

Pasal 8 

(1) Inspektur Daerah membentuk TPI . 

(2) TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara man 
mengevaluasi dan menilai kelengkapan persyara 
Perangkat Dacrah yang akan diajukan untuk ditetap 
sebagai Perangkat Daerah berpredikat Menuju WBK. 

(3) Dalam hal hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaks 
pada ayat (2) memenuhi persyaratan pengajuan prcdiltat 
Menuju WBK, maka Perangkat Daerah dimaksud diusulkb 
kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai calon Perang4at 
Daerah berpredikat Menuju WBBM dan selanjutrpra 
diusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Apara ur 
Negara dan Reforrnasi Airokrasi. 

Bagian Kedua 
Persyaratan Pengajuan 

Perangkat Daerah Berpredikat Menuju WBBM 
Pasal 9 

(1) Sekretaris Daerah mengoordinasikan dan mcmpro es 
pengajuan Perangkat Daerah berpredikat Menuju WBBM 

(2) Pengajuan Perangkat Daerah berpredikat Menuju WB M 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ha.I}ls 
mempertimbangkan predikat wajar tanpa pengecualian patia 
laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan a as 
laporan keuangan Pemerintah Daerah selama 2 (dua) tah 
berturut-turut dan nilai akuntabilitas kinerja pemerin 
minimal bemilai CC. 

(3) Perangkat Daerah yang diajukan Menuju WBBM y 
Perangkat Daerah yang sebelumnya sudah berpredi 
Menuju WBK. 
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Pasal 10 

( 1) TPI secara mandiri mengevaluasi dan menilai kelengkap 
persyaratan Perangkat Daerah yang akan diajukan unt 
ditetapkan sebagai Perangkat Daerah bcrpredikat Men ·u 
WBBM. 

(2) Dalam hal hasil penilaian mandiri sebagaimana dimaks d 
pada ayat (2) mcmenuhi persyaratan pengajuan berpred · at 
~ent.tju WBBM, maka_ Perangk_at Daerah din10.ksfd 
d1usulkan kepada Bupat1 untuk d1tetapkan sebagai cal<im 
Perangkat Daerah berpredikat Menuju WBBM d I n 
dilanjutkan diusulkan kepada Kementerian Pendayaguna· n 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Bagian Ketiga 
Mekanlsme Pengajuan 

Perangkat Daerah Berpredikat Menuju WBK/WBBM 
Pasal 11 

( 1) TPI merekomendasikan kepada Bupati untuk menetapk 
dan mengusulkan 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daer 
untuk ditetapkan dan diusulkan sebagai Perangkat Daer 
berpredikat wilayah bebas dari korupsi/wilayah birokr si 
bersih dan melayani. 

(2) Bupati mengusulkan 1 (satu) atau beberapa unit ke 1·a 
berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM kepada Ment ri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokr,si 
untuk dilakukan review Menuju WBK atau evaluasi wilay~ 
Menuju WBBM dengan melampirkan hasil penilaian inter ,la1 
disertai dengan bukti pendukung. 

(3) Setelah menerima rekomendasi hasil review wilayah beb,3-s 
dari korupsi atau evaluasi wilayah birokrasi bersih dAn 
melayani dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara d 
Reformasi Birokrasi1 Bupati menetapkan predikat Menu u 
WBK/Menuju WBBM dan/atau melakukan pembina
kembali. 

(4) Bupati dapat mencabut penetapan Menuju WBK/Menu u 
WBBM apabila ternyata sctclah pcnctapan ten1yata terdap t 
kejadian/peristiwa yang mengakibatkan tidak dap • t 

dipenuhinya lagi indikator yang mendukung. 

(5) Tim penilai nasional melakukan evaluasi penetap 
MenujuWBK/Menuju WBBM secara berkala. 

BABV 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 12 

( 1) Tim pembangunan ZI Menuju WBK/ Menuju WBBM ting t 
kabupatcn melaksanakan pembinaan terhadap tcrwujudn a 
Perangkat Daerah berpredikat Menuju WBK/Menuju WBB 
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(2) Inspektur Daerah melaksanakan pengawasan dan evalu si 
ataspelaksanaan pembangunan ZJ dan kiner ·a 
MenujuWBK/Menuju WBBM yang telah ditctapkan. 

(3) Inspektur Daerah melaporkan pelaksanaan pengawasan dan 
evaluasi atas pelaksanaan pembangunan ZI clan kine~ja 
Menuju WBK/Menuju WBBM yang telah ditetapkan secJ;.a 
berkala pada setiap akhir tahun dan/atau sewaktu-wa~tu 
apabila diperlukan kepada Bupati dan Kementeri n 
Pcndayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 

Perat:uran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangka 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahk n 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatann1 a 
dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk. 

Oitet.a.pkan di Nganjuk 
pada tanggal 2 Juli 2019 

BUPATI NGANJUK, 

ttd 

Diundangkan di Nganjuk 
pada tanggal 2 Juli 2019 

SEKRETARIS DAERAH 

NOVI RAHMAN HIDHAYAT 

ttd 

lr. AGOES SOEBAGIJO 
Pembina Utama Muda 
NIP. 19600812 199103 1 013 

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2019 NOMOR 26 

Salinan sesuai engan aslinya 
KEPALA GIA HUKUM 

Pembina Tingkat I 
NIP.19661107 199403 1 005 


